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hukum  (legal standm,g)

: l,_bang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [4.10] dan Paragraf
‘ 'rtersebut Majelis berpendapat bahwa rmohon memenuhi syarat
Bl s

anjutnya majelis akan

standing) Pemerintah Kota

= ("vh-epok Unit Kerja Kecamatan Sawang sebag
Sengketa Informasi Publik dalam sengketa

pada bagian ini.

Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.13]
Termohon memenuhi syarat kedudukan huku
Termohon dalam penyelesaian sengketa a quo.

] Menimbang pasal 1 angka 3 UU KIP juncto pasal
s : pasal 1 angka 2, dan angka 1 angka 8 PERK
pokoknya mengatur bahwa lembaga eksek
sebagaimana diatur dalam UU KIP.

D. Pokok Permohonan

[416] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil pe

yang‘menjadi perselisihan hukum para pihak, se
1 Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan p

Lt Remohon dan Termohon sehingga hal ter
- lagi, yaitu:

: sebagaimana diuraikan dalam Duduk F
' b Pemohon telah menempuh upaya
=32 ‘"'I‘ermohon sebagalmana diuraikan dalz

- diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian kewenangan Komisi Informasi
Provinsi Jawa Barat, paragraf [4.3] sampdi dengan paragraf [4.9],
pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku dalam menguraikan dan
mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud

serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun

oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi

~ a Pemohon telah mengajukan pernt

i Termohon penyelesaian
quo sesungguhnya telah

di atas, Majelis berpendapat
m (legal standing) sebagai

3 PERKI tentang SLIP juncto
| tentang PPSIP yang pada
utif adalah badan publik

mohon, jawaban Termohon

pagai berikut:
>mohon yang tidak dibantah

sebut tidak bisa dibuktikan

ohonan informasi publik
erkara;

keberatan kepada atasan
m Duduk Perkara;

pan atas keberatan yang
lam Duduk Perkara;

cta hukum atau hal-hal y

ebagaimana
januari 2020

dapat fakta hukum atap hal-hal yang menjadi pokok

1g diakui para pihak, dalam
onan informasi publik;

Hon telah gagal méncapai
rtuang dalam Perny
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arga negara Indonesia keturunan Tionghoa: Akta keterangan hak
: _,s dari Notaris.

, Warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya : Surat
rangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

=]

nbang paragraf [4.18] sampai dengan paragraf [4.24] Majelis
oner berpendapat bahwa:
Memmbang bahwa Pemohon berkepentingan untuk dapat mengakses
Infarmam tentang Copy Collationne (salinan sah)) Akta Jual Beli antara Alm.

Tlan Eng Moy dengan Manuel Rawung pada| Tanggal 29-08-1973 agar
haknya sebagai warga negara dapat terpenuhi.

- Menimbang bahwa di persidangan Ajudikasi Pembuktian tanggal 5 Februari
2020 Termohon tidak hadir maka Majelis memutuskan untuk melakukan
Pemeriksaan Setempat untuk memperkuat bukti-bukti dan keyakinan
Majelis dalam memutuskan perkara a quo.

Menimbang hasil Pemeriksaan Setempat yang |dilakukan pada tanggal 18
Februari 2020 bertempat di Kantor Kecamatan Sawangan Kota Depok,
Majelis tidak menemukan informasi yang dimohonkan dalam perkara a quo.

Menimbang keterangan Termohon bahwa Akta Jual Beli tahun 1974 ke
bawah tidak ada di Kecamatan Sawangan Kota Depok.

Menimbang keterangan Termohon bahwa Kota IDepok adalah salah satu kota
hasil pemekaran dari Kabupaten Bogor yang terjadi pada tahun 1999.

:5_[14:.;30] Menimbang dalam Pemeriksaan Setempat, Termohon bersikap terbuka
Reeat terkait informasi dan atau dokumen publik [yang diminta oleh Majelis
Komisioner.

~ Menimbang keterangan Termohon pada Sidang Ajudikasi Pembuktian
ian)ntan tanggal 11 Maret 2020 yang menyatakan bahwa informasi yang
~ diminta oleh Pemohon tidak dikuasai oleh Termohon, tetapi Termohon siap
\qntuk_membanm Pemohon dalam mencari untuk menemukan haknya sesuai
kewenangan Termohon.

n tertanggal 10 Maret 2020
n bahwa informasi yang
oleh Termohon.

ihg snlkan, disimpan, dikelola,

hblik yang berkaitan dengan

- de n/atau penyelenggara dan
suai dengan Undang- :
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\&1 Badan Publik b
tidak sesuai ¢ D

(3) Informasi
sebagaima

Informasi Publik apabila
indang-undangan.

Pub_“k yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik,
na dimaksud pada ayat (1) adalah:

A informasi yang dapat membahayakan negdra;

b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha
dari persaingan usaha tidak sehat; ‘

C. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau

e informasi  Publik yang diminta |belum = dikuasai atau
didokumentasikan, |

Pasal 7 UU KIP

enolak memberika
€ngan ketentuan peraturan per

(1) Badan Publik wajib menyediakan, memberj(ﬂ(an dan/atau menerbitkan
Informasi Publik yang berada di bawali kewenangannya kepada

Pemohon Informasi Publik, selain informagi yang dikecualikan sesuai
dengan ketentuan.

(2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi

| Publik yang akurat, benar,
dan tidak menyesatkan. i
i

(3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi
dan dokumentasi untuk mengelola Informgsi Publik secara baik dan
efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

(4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap

kebijakan yang diambil untuk memenulji hak setiap Orang atas
Informasi Publik.

(5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada gyat (4) antara lain memuat
pertimbangan politik, ekonomi, sosial, buda%a, dan/atau pertahanan dan
keamanan negara. [

(6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebaga'imana dimaksud pada ayat
(1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana
dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

[4.34] Menimbang fakta persidangan dan ketentuan sgbagaimana diuraikan pada

paragraf (4.28) sampai dengan paragraf (4.33) Majelis berpendapat bahwa
informasi yang dimohonkan Pemohon tidak ada dalam penguasaan
Termohon.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh wuraian dan fakta hukum diatas, Majelis Komisioner
- berkesimpulan:

. 1511 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berwenang intuk memeriksa, mengadili
- dan memutus perkara a quo;

i [5".'2]}’ - Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk m
- permohonan dalam perkara a quo; _-"I (
Termohon memiliki kedudukan hukum (Tegal starding) sebagai‘fi),‘
e o b

18,V Sk oy
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